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Magelang City is one of the cities in Indonesia which planned to be a Service City 
because it has limited natural resources, so the main priority of its development is the service 
sector, especially the tertiary sector. The purpose of this study is to find out the programs that 
has been implemented by the government in order to realize Magelang City as a Service City 
in accordance with the RPJMD and RPJPD of Magelang City, identify the extent of 
development program achievements, and analyze the suitability of the planned development 
program and its implementation. This research was conducted using a qualitative descriptive 
approach. The data used were secondary data in the form of planning documents obtained 
from the relevant agencies. The results showed that the City of Magelang had made a serious 
effort in realizing the City of Magelang as a Service City. In 2015, there were 23 development 
programs and 39 indicators whose performance was being measured.The achievement of 31 
indicators was classified as very high (91% ≤ 100%) and there were 29 indicators which 
implementation is in accordance with the planned target (66% - 200%). While in 2019, there 
were 27 programs with 37 indicators whose performance was being measured. The 
achievement of 28 indicators was classified as very high (91% ≤ 100%) and there were 29 
indicators which implementation is in accordance with the planned target. 
Keywords: service city, development program, program achievement, program suitability. 
Abstrak 
Kota Magelang merupakan salah satu kota di Indonesia yang direncanakan akan menjadi 
Kota Jasa karena memiliki sumber daya alam yang terbatas, sehingga prioritas 
pengembangannya diutamakan pada sektor jasa terutama sektor tersier. Tujuan dari penelitian 
ini yaitu untuk mengetahui program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah dalam rangka 
mewujudkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa sesuai dengan RPJMD dan RPJPD Kota 
Magelang, mengidentifikasi ketercapaian program pembangunan, dan menganalisis kesesuaian 
antara program pembangunan yang direncanakan dengan implementasinya. Penelitian ini 
dilakukan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif dengan data sekunder. Data 
yang digunakan yaitu berupa dokumen perencanaan yang diperoleh dari instansi terkait. Hasil 
penelitian menunjukkan bahwa Kota Magelang telah melakukan upaya yang serius dalam 
mewujudkan Kota Magelang sebagai Kota Jasa. Tahun 2015, terdapat 23 program 
pembangunan dengan 39 indikator yang diukur kinerjanya. Capaian 31 indikator tergolong 
sangat tinggi (91% ≤ 100%) dan terdapat 29 indikator yang pelaksanaannya sesuai dengan 
target yang direncanakan (66 %– 200%). Sedangkan tahun 2019, terdapat 27 program dengan 
37 indikator yang diukur kinerjanya. Capaian 28 indikator tergolong sangat tinggi (91% ≤ 
100%) dan terdapat 29 indikator yang pelaksanaannya sesuai dengan target yang direncanakan. 
 
Kata kunci: kota jasa, program pembangunan, ketercapaian program, kesesuaian program.  
 
PENDAHULUAN 
Sektor jasa merupakan sektor yang 
semakin mempunyai peran penting di 
berbagai negara, termasuk Indonesia. 
Sektor jasa sangat berperan dalam 
perkembangan suatu wilayah. Menurut 
Centre for Strategic and International 
Studis (CSIS) dan Economic Research 
Institute for ASEAN  and East Asia (ERLA) 
tahun 2016 mengatakan bahwa peran 
penting sektor jasa dalam perekonomian 
sebagai salah satu sektor katalis, sektor 
yang mampu memproduksi dan menyerap 
tenaga kerja, serta dapat menjadi input 
dalam aktivitas pembangunan ekonomi. 
Sektor jasa juga digunakan sebagai kunci 
untuk mengentaskan kemiskinan dan 
pemerataan pembangunan terutama sektor 
logistik dan distribusi yang berkualitas, 
sehingga dapat mengurangi kesenjangan 
harga antar berbagai lokasi yang ada di 
Indonesia. 
Kota Magelang merupakan  salah satu 
kota yang memiliki sumber daya alam yang 
terbatas, sehingga prioritas 
pengembangannya diutamakan pada sektor 
jasa terutama sektor tersier. Menurut data 
BPS (2018), pertumbuhan PDRB sektor 
tersier memiliki presentase yang cukup 
konstan dan mendominasi PDRB Kota 
Magelang. Tahun 2017 presentase sektor 
tersier sebesar 65,15% mengalami kenaikan 
dari tahun sebelumnya sedangkan tahun 
2018 sebesar 65,06%. Kota yang memiliki 
struktur perekonomian di mana PDRB 
menurut sektor (lapangan usaha) 
didominasi oleh sektor tersier disebut 
sebagai Kota Jasa (Mauleny, 2005).  
Kota Magelang merupakan salah satu 
kota di Indonesia yang direncanakan akan 
dijadikan sebagai Kota Jasa. Perwujudan 
Kota Jasa ini juga sesuai dengan  visi  
pembangunan jangka panjang (RPJPD) dan 
jangka menengah Kota Magelang 
(RPJMD).  Faktor pendukung penetapan 
Kota Magelang sebagai kota jasa yaitu 
karena posisi strategis Kota Magelang yang 
berada pada simpul jalur wisata regional 
dan ekonomi serta  berada pada persilangan 
lalu lintas transportasi dan lalu lintas 
ekonomi yang menghubungkan antara 
Purworejo-Temanggung dan Semarang-
Magelang-Yogyakarta. Didukung juga 
dengan  adanya penetapan Kota Magelang 
sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di 
Kawasan Purwomanggung sesuai dengan 
RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021. 
Permasalahan utama dalam rangka 
perwujudan Kota Magelang sebagai Kota 
Jasa yaitu kurangnya daya tarik Kota 
Magelang bagi daerah hinterlandnya, 
akibatnya Kota Magelang hanya dijadikan 
sebagai tempat perlintasan antar provinsi 
atau disebut sebagai kota yang sering 
dilintasi tanpa disinggahi. Diperlukan 
adanya kebijakan dan program yang 
mampu membangun diferensiasi atau 
perbedaan dan memperkuat identitas Kota 
Magelang sebagai Kota Jasa. Faktor 
lainnya yang sangat berpengaruh terhadap 
perkembangan Kota Magelang sebagai 
Kota Jasa adalah kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM).  
Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
yang ada di Kota Magelang masih rendah.  
Pembangunan Kota Magelang sebagai Kota 
Jasa seharusnya tidak hanya menekankan 
pada faktor fisik saja tetapi juga faktor non 
fisik seperti Sumber Daya Manusia (SDM). 
Sumber Daya Manusia (SDM) sangat 
penting dikarenakan manusia selain sebagai 
objek juga menjadi subjek dalam 
pembangunan. Sehingga, diperlukan 
adanya pembangunan manusia (human 
development) yang lebih baik dan lebih 
berkualitas. Oleh karena itu, tujuan dari 
penelitian ini yaitu untuk mengetahui 
program yang telah dilaksanakan oleh 
pemerintah dalam rangka mewujudkan 
Kota Magelang sebagai Kota Jasa sesuai 
dengan RPJMD dan RPJPD Kota 
Magelang, mengidentifikasi sejauh mana 
ketercapaian program pembangunan, dan 
menganalisis kesesuaian antara program 
pembangunan yang direncanakan dengan 
implementasinya. 
 
METODE PENELITIAN  
Penelitian ini menggunakan 
pendekatan deskriptif kulitatif. Teknik 
pengumpulan data dilakukan dengan 
menggunakan data sekunder. Data 
sekunder juga digunakan sebagai informasi 
utama dalam melakukan analisis. Data 
sekunder yang digunakan yaitu beberapa 
dokumen perencanaan seperti RPJPD Kota 
Magelang Tahun 2005-2025, RPJMD Kota 
Magelang Tahun 2011-2015, RPJMD Kota 
Magelang Tahun 2016-2021, RKPD Kota 
Magelang Tahun 2017 dan Tahun 2021 
serta data pendukung lainnya yang 
diperoleh dari instansi terkait.  
Teknik pengolahan data diawali 
dengan melihat visi dan misi pembangunan 
Kota Magelang yang terdapat dalam 
dokumen perencanaan yaitu RPJPD Tahun 
2005-2025, RPJMD Tahun 2011-2015, dan 
RPJMD Tahun 2016-2021. Kemudian, 
dilanjutkan dengan menentukan 
permasalahan dan isu strategis Kota 
Magelang terutama dalam perwujudan 
Kota Magelang sebagai Kota Jasa. Tahap 
selanjutnya dilakukan dengan menentukan 
arah pembangunan serta tahapan dan fokus 
prioritas Kota Magelang pada tahun yang 
ditentukan.  
Tahap ke-empat yaitu menentukan 
program-program pembangunan yang 
berkaitan dengan perwujudan Kota 
Magelang sebagai Kota Jasa terutama 
dalam tiga sektor utama yaitu sektor 
pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor 
ekonomi sesuai dengan permasalahan, isu 
strategis, dan prioritas setiap periode 
RPJMD. Selain tiga sektor utama, terdapat 
beberapa program pembangunan urusan 
tambahan dalam rangka menunjang 
program-program yang terdapat dalam tiga 
sektor utama. Data terkait program 
pembangunan yang direncanakan 
diperoleh melalui dokumen RPJMD Kota 
Magelang tahun 2011-2015 dan RPJMD 
Kota Magelang Tahun 2016-2021, yang 
kemudian disinkronisasikan dengan 
RPJPD Kota Magelang tahun 2005-2025. 
Pengelompokan program dilakukan 
dengan menggunakan tabel, agar 
memudahkan dalam melakukan 
perbandingan dan analisis.   
Tahap ke-lima yaitu  menentukan 
capaian kinerja dari data target dan 
realisasi kinerja setiap indikator program. 
Data capaian kinerja dapat diperoleh 
berdasarakan rumus sebagai berikut: 
(Permendagri Nomor 86 Tahun 2017) 
 
Presentase capaian kinerja : 
𝑅𝑒𝑎𝑙𝑖𝑠𝑎𝑠𝑖 
𝑅𝑒𝑛𝑐𝑎𝑛𝑎 
 x 100% 
Tahap ke-enam yaitu pengelompokan atau 
klasifikasi indikator yang mempunyai 
kinerja rendah, sangat rendah, sedang, 
tinggi, dan sangat tinggi.  
Tabel 1. Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja 
No Realisasi Kinerja Realisasi Kinerja 
1. 91% ≤ 100% Sangat Tinggi 
2. 76% ≤ 90% Tinggi 
3. 66% ≤ 75% Sedang  
4. 51% ≤ 65% Rendah  
5. ≤ 50% Sangat Rendah  
Sumber:  Permendagri No 86 Tahun 2017 
Tahap terakhir yaitu dilakukan klasifikasi 
tingkat kesesuaian antara target indikator 
yang telah direncanakan dengan 
implementasi atau pelaksanaannya. 
Tabel 2. Klasifikasi Tingkat Kesesuaian Indikator 
Kinerja 
No Capaian Kinerja  Klasifikasi  
1. ≥ 301% Tidak Sesuai 
2. 201% - 300% Kurang Sesuai 
3. 66 % – 200% Sesuai  
4. 21% - 65% Kurang Sesuai  
5. 0% - 20% Tidak Sesuai  
Sumber: Hasil Konstruksi Penulis, 2020 
Penyajian data dilakukan dengan 
menggunakan tabel dan diagram. Teknik 
analisis data dilakukan dengan 
menggunakan  analisis deskriptif  untuk  
menggambarkan dan mendeskripsikan   











Gambar 1. Peta Lokasi Penelitian 
Sumber: Hasil olahan data penulis, 2020 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN  
a. Visi Pembangunan Kota Magelang  
Sesuai dengan RPJMD Kota Magelang, 
yang dimaksud dengan Visi Pembangunan 
merupakan gambaran perwujudan suatu 
daerah dalam kurun waktu beberapa tahun 
baik jangka panjang (dua puluh tahun) 
maupun jangka menengah (lima tahun). Visi 
Pembangunan diharapkan dapat 
mewujudkan keinginan dan amanat 
masyarakat terutama Kota Magelang dengan 
tetap mengacu pada pencapaian tujuan 
nasional. Selain itu, dengan adanya visi 
pembangunan ini juga diharapkan dapat 
memudahkan pemerintah dalam 
menentukan arah perkembangan dan 
pembangunan suatu daerah.  
1. Visi Pembangunan Jangka Panjang Kota 
Magelang 
Berdasarkan Visi RPJPD Kota 
Magelang Tahun 2005-2025 dapat diketahui 
bahwa dalam kurun waktu dua puluh tahun 
mendatang Kota Magelang akan 
diwujudkan menjadi Kota Jasa yang 
berbudaya, maju, dan berdaya saing dalam 
masyarakat madani. Secara umum, kota jasa 
yang diinginkan oleh pemerintah Kota 
Magelang adalah kota yang mana 
pembangunannya diarahkan untuk 
memperkuat sektor jasa yang terutama jasa 
pemerintahan dan jasa swasta sebagai 
potensi kota, dengan fokus utama pada 
sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan 
sektor ekonomi.  
Perwujudan Kota Magelang sebagai 
Kota Jasa ditandai oleh beberapa hal, 
diantaranya terwujudnya Kota Magelang 
sebagai pusat pelayanan jasa untuk wilayah 
Jawa Tengah Bagian Tengah, terciptanya 
sumber daya manusia yang berkualitas 
untuk memenuhi kebutuhan jasa 
perekonomian, jasa kesehatan, dan jasa 
pendidikan Kota Magelang, serta memiliki 
sarana dan prasarana fisik yang mencukupi 
dan memadai sebagai pendukung 
penyelenggaraan jasa perekonomian, jasa 
kesehatan, dan jasa pendidikan sebagai 
fasilitas pendukung kota jasa.  
Kota Magelang juga diharapkan menjadi 
Kota Jasa yang maju dan berdaya saing, 
yang mana dalam melaksanakan 
pembangunan daerah perlu dilandasi 
dengan keinginan bersama untuk 
mewujudkan Kota Magelang yang secara 
fisik maupun nonfisik dapat lebih baik 
dengan didukung oleh sumber daya 
manusia yang berkualitas, unggul dan 
berdaya saing tinggi, beradab, profesional 
serta memiliki wawasan luas. Selain itu 
juga, Kota Magelang diarahkan sebagai 
kota yang memiliki keunggulan baik 
keunggulan komparatif maupun 
keunggulan kompetitif yang dapat 
dilakukan melalui pengembangan seluruh 
kekuatan perekonomian Kota Magelang 
didukung dengan sumber daya manusia 
yang berdaya saing tinggi dan berkualitas. 
Perwujudan kota jasa tidak hanya 
mengedepankan pembangunan dan 
perkembangan kota secara fisik, namun 
juga diperlukan adanya peningkatan 
kapasitas dan kemampuan masyarakat yang 
ada di dalamnya, yang mana masyarakat 
Kota Magelang diharapkan dapat menjadi 
masyarakat yang madani dan berbudaya. 
Masyarakat Kota Magelang diarahkan 
untuk hidup agamis dengan damai dan 
demokratis, mampu menjunjung tinggi dan 
menegakkan hukum dengan penuh 
kesadaran, mengharagai hak asasi manusia, 
serta menjadi masyarakat yang makmur, 
hal inilah yang disebut masyarakat madani 
yang menjadi harapan Kota Magelang. 
Selain itu, masyarakat Kota Magelang juga 
diharapkan menjadi masyarakat yang 
berbudaya di mana, masyarakat dapat 
memperkuat jati dirinya menjadi manusia 
yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha 
Esa, mematuhi  aturan hukum yang berlaku, 
melaksanakan interaksi antar budaya dan 
menerapkan nilai-nilai luhur yang sudah 
ada, serta mampu memelihara kerukunan 
internal dan antar umat beragama. Selain 
itu, diharapkan juga daerah mampu 
mengelola potensi yang ada dengan tetap 
mengedepankan pentingnya kerjasama dan 
sinergitas. 
Dalam rangka mewujudkan Kota 
Magelang sebagai Kota Jasa yang 
Berbudaya, Maju, dan Berdaya Saing 
dalam Masyarakat Madani juga diperlukan 
adanya tahap-tahap pelaksanaan serta 
penyusunan skala prioritas agar tujuan 
tersebut dapat tercapai. Adapun tahapan 
dan skala prioritas perwujudan Kota 
Magelang sebagai Kota Jasa dalam kurun 
waktu 20 tahun sesuai dengan RPJPD Kota 
Magelang tahun 2011-2015, akan 
dijabarkan sebagai berikut:  
1. RPJMD ke-1 (2005-2010), 
diprioritaskan untuk meletakkan sendi-
sendi pokok sebagai kota jasa dengan 
mengupayakan beberapa hal, 
diantaranya: 
a. Melengkapi sarana dan prasarana 
fisik sebagai pendukung 
penyelenggaraan jasa 
perekonomian, jasa kesehatan, dan 
jasa pendidikan tanpa 
mengabaikan pembangunan 
dibidang lain sebagai upaya 
menuju masyarakat yang lebih 
sejahtera; 
b. Penyempurnaan sarana dan 
prasarana pelayanan dasar tanpa 
mengabaikan pembangunan 
dibidang lain sebagai upaya 
menuju masyarakat yang lebih 
sejahtera.  
2. RPJMD ke-2 (2011-2015), merupakan 
keberlanjutan dari RPJMD yang 
pertama. RPJMD periode 2 
diprioritaskan untuk: 
a. Mewujudkan Kota Magelang yang 
berbudaya, maju, dan berdaya 
saing melalui upaya-upaya 
peningkatkan kualitas Sumber 
Daya Manusia (SDM); 
b. Memantapkan peran dan fungsi 
lembaga pemerintah, swasta, 
masyarakat madani, dan media 
massa sebagai pendukung 
pelayanan jasa perekonomian, jasa 
kesehatan, dan jasa pendidikan 
tanpa mengabaikan pembangunan 
dibidang lainnya; 
c. Memberi pelayanan masyarakat 
yang lebih baik dibandingkan 
dengan daerah-daerah lain tanpa 
mengabaikan pembangunan pada 
bidang lainnya. 
3. RPJMD Ke-3 (2016-2021), 
diprioritaskan untuk: 
a. Meningkatkan dan memantapkan 
upaya menyejahterakan 
masyarakat melalui optmalisasi 
peran dan fungsi lembaga 
pemerintah, swasta, masyarakat 
madani, dan media massa 
khusunya dalam pelayanan jasa 
perekonomian, jasa kesehatan, dan 
jasa pendidikan tanpa 
mengabaikan pembangunan pada 
bidang lain untuk mewujudkan 
masyarakat yang berdaya dan 
mandiri; 
b. Menciptakan peluang kerja dalam 
bidang pelayanan jasa 
perekonomian, jasa kesehatan, dan 
jasa pendidikan tanpa 
mengabaikan pembangunan 
dibidang lain sebagai upaya 
menuju masyarakat yang berdaya 
dan mandiri.  
Diharapkan tahap-tahap pelaksanaan 
dan skala prioritas yang telah disusun dapat 
diimplementasikan dengan baik, sehingga 
perwujudan Kota Magelang sebagai Kota 
Jasa yang berbudaya, maju, dan berdaya 
saing dalam masyarakat madani dapat 
terwujud di tahun 2025.  
2. Visi Pembangunan Jangka Menengah 
Kota Magelang  
Berdasarkan visi pembangunan yang 
terdapat dalam dokumen RPJMD Kota 
Magelang tahun, 2011-2015 dan 2016-
2021 dapat diketahui bahwa Kota 
Magelang akan diwujudkan menjadi Kota 
Jasa. Hal ini sesuai dengan visi 
pembangunan yang terdapat dalam RPJPD 
Kota Magelang tahun 2005-2025.  
Tabel 3.Visi Pembangunan Kota Magelang sebagai 
Kota Jasa  




“Magelang sebagai Kota Jasa 




“Terwujudnya Kota Magelang 
sebagai Kota Jasa yang Maju, 
Professional, Sejahtera, 
Mandiri, dan Berkeadilan” 
RPJMD 
2016-2021 
“Magelang sebagai Kota Jasa 
yang Modern dan Cerdas 
dilandasi Masyarakat Sejahtera 
dan Religius” 
Sumber: RPJMD Kota Magelang Tahun 2005-
2010, RPJMD Kota Magelang Tahun 2011-2015, 
dan RPJMD Kota Magelang Tahun 2016-2021 
Perwujudan Kota Magelang sebagai 
Kota Jasa dilakukan secara bertahap. Fokus 
utama tahun 2005-2010 yaitu perwujudan 
Kota Magelang sebagai Kota Jasa yang  
Maju, Mandiri, dan Sejahtera, sedangkan 
fokus utama  tahun 2011-2015 yaitu 
perwujudan Kota Magelang sebagai Kota 
Jasa yang Maju dan Profesional, sementara 
tahun 2016-2021 fokus utama perwujudan 
Kota Magelang yaitu sebagai  Kota Jasa yag 
Modern dan Cerdas. Langkah-langkah ini 
dilakukan sebagai tahapan untuk mencapai 
Kota Jasa yang berbudaya, maju, dan 
berdaya saing dalam masyarakat madani 
pada tahun 2025.  
b. Program Pembangunan 
Program pembangunan yang akan 
dibahas lebih ditekankan pada proses 
pencapaian Kota Magelang sebagai Kota 
Jasa. Artinya, proses identifikasi program 
pembangunan yaitu hanya program-
program yang sesuai dengan isu strategis 
dan fokus prioritas terutama pada tiga 
sektor utama yaitu sektor ekonomi, sektor 
pendidikan, dan sektor kesehatan. Sektor 
ekonomi meliputi urusan Koperasi dan 
Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), 
urusan ketenagakerjaan, urusan investasi, 
urusan pariwisata dan urusan perdagangan. 
Sektor pendidikan hanya mencakup urusan 
pendidikan, dan sektor kesehatan juga 
hanya mencakup urusan kesehatan saja.  
1. Program Pembangunan Tahun 2011-
2015  
Program pembangunan tahun 2011-
2015 terdiri dari tiga sektor utama yaitu 
ekonomi, pendidikan, dan kesehatan serta 
satu urusan tambahan yaitu urusan otonomi 
daerah, pemerintahan umum, administrasi 
keuangan daerah, perangkat daerah, 
kepegawaian dan persandian.  Urusan 
otonomi daerah, pemerintahan umum, 
administrasi keuangan daerah, perangkat 
daerah, kepegawaian dan persandian masuk 
dalam urusan program pembangunan dalam 
rangka mewujudkan Kota Magelang 
sebagai Kota Jasa karena urusan ini 
menjadi salah satu fokus prioritas 
pemerintah di tahun 2011-2015 yaitu fokus 
prioritas governance. Selain itu, juga 
disebabkan karena sebagain besar isu 
strategis Kota Magelang  berada pada 
urusan otonomi daerah, pemerintahan 
umum, administrasi keuangan daerah, 
perangkat daerah, kepegawaian dan 
persandian. Adapun program pembangunan 
yang telah dikelompokkan yaitu: 































Rasio Dokter Persatuan 
Penduduk 



















































Kota Magelang, baik 
kasus perselisihan 
hubungan industrial 
maupun kasus TKI 
Presentase perusahaan 
yang telah menerapkan 






bagi Usaha Mikro 
Kecil Menengah 









Jumlah bidang usaha 







Jumlah UMKM yang 
sudah memanfaatkan 
teknologi dan terpenuhi 
sarana prasarana 
Jumlah UMKMK, 
Jumlah UKM non 
BPR/LKM UKM, 
usaha mikro dan kecil 















Lima dan Asongan 
Jumlah Sektor 
Informal/ PKL yang 
tertata 
Jumlah Kelembagaan 











Jumlah nilai investasi 
berskala nasional 
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OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN 
UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN 
DAERAH, PERANGKAT DAERAH, 


















































tingkat kehadiran PNS 
















sarana dan prasarana 
perkantoran 
Total   23 Program 
Pembangunan 
39 Indikator Kinerja 
Sumber: Diolah dari Dokumen RPJMD Kota Magelang 
tahun 2011-2015 
2. Program Pembangunan Tahun 2016-
2021  
Program Pembangunan dalam rangka 
mewujudkan Kota Jasa tahun 2016-2021 
terdiri dari tiga sektor utama yaitu sektor 
pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor 
ekonomi serta sembilan urusan tambahan. 
Sembilan urusan yang dimaksud 
diantaranya urusan otonomi daerah, 
pemerintahan umum, administrasi 
keuangan daerah, perangkat daerah, 
kepegawaian dan persandian; urusan 
pekerjaan umum dan penataan ruang; 
fungsi lain; urusan keuangan; urusan 
kepemudaan dan olahraga; urusan 
kebudayaan, urusan komunikasi dan 
informatika; urusan lingkungan hidup; dan 
urusan perencanaan pembangunan. Urusan 
tambahan pada tahun 2016-2021 lebih 
banyak dibandingkan dengan tahun 2011-
2015 dikarenakan isu strategis yang 
diangkat oleh Kota Magelang juga semakin  
banyak.  
Kota Jasa yang diinginkan oleh Kota 
Magelang tahun 2016-2021 yaitu  Kota 
Yang Cerdas. Perwujudan Kota Magelang 
sebagai Kota yang Cerdas tidak hanya 
menekankan pada faktor fisik kotanya saja, 
tetapi juga memperhatikan aspek yang lain 
salah satunya yaitu aspek lingkungan 
(smart environment). Dalam rangka 
mewujudkan Kota yang Cerdas diperlukan 
membangun lingkungan perkotaan yang 
dapat dikelola dengan baik. Kota Magelang 
telah melakukan pengelolaan lingkungan 
dengan baik. Hal ini didukung oleh 
beberapa faktor yaitu, bank sampah yang 
sudah dikelola dengan baik, kualitas udara 
yang baik, kota yang mampu tertata sesuai 
dengan kebutuhan kota,  serta adanya 
sistem yang terintegrasi antara pemerintah, 
swasta, dan masyarakat. (Rachmawati et al, 
2020).  
Tahun 2011-2015, urusan lingkungan 
hidup tidak menjadi prioritas, hal ini 
disebabkan karena prioritas Kota Magelang 
pada periode ini ditekankan pada 
peningkatan kualitas Sumber Daya 
Manusia. Selain itu, agenda tujuan 
pembangunan berkelanjutan (Sustainable 
Development Goal’s) baru muncul pada 
bulan September 2015 atau pada akhir 
periode RPJMD Kota Magelang yang 
kedua. Sehingga, urusan lingkungan hidup 
baru menjadi prioritas pada RPJMD Kota 
Magelang periode ke-tiga atau periode 
tahun 2016-2021. Adapun program 
pembangunan yang telah dikelompokkan 
yaitu sebagai berikut:  
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Total  27 Program 
Pembangunan 
37 Indikator 
   
 Sumber: Diolah dari Dokumen RPJMD Kota Magelang 
Tahun 2016-2021 
c. Tingkat Ketercapaian Kinerja  
Tingkat ketercapaian kinerja 
menggambarkan presentase indikator 
program yang telah mencapai atau melebihi 
target yang telah ditetapkan. Tingkat 
ketercapaian ditentukan berdasarkan 
Permendagri No 86 Tahun 2017 yang 
diperoleh dari hasil bagi antara realisasi 
kinerja dengan rencana atau target yang 
ditentukan. Terdapat lima klasifikasi 
tingkat ketercapaian kinerja berdasarkan 
Permendagri No 86 tahun 2017 yaitu sangat 
rendah, rendah, sedang, tinggi, dan sangat 
tinggi.  
Tingkat ketercapaian kinerja tergolong 
sangat rendah, apabila nilai presentase 
capaian kinerja  ≤ 50%, jika nilai 
presentase capaian kinerja  berkisar antara 
51% - 65% maka tingkat capaian kinerja 
termasuk dalam klasifikasi rendah. 
Kemudian, yang disebut sebagai tingkat 
ketercapaian kinerja tergolong sedang 
apabila presentase capaian kinerja berkisar 
antara 66%-75%, sedangkan jika presentase 
capaian kinerja berkisar antara 76%-90%, 
maka tingkat ketercapaian kinerja termasuk 
dalam klasifikasi tinggi. Sedangkan untuk 
presentase capaian kinerja antara 91%-
100%, maka tingkat ketercapaian kinerja 
termasuk dalam klasifikasi sangat tinggi. 
Tingkat ketercapaian kinerja yang akan 
diidentifikasi yaitu tahun 2015, sebagai 
masa akhir periode RPJMD tahun 2011-
2015 serta tahun 2019, yang merupakan 
tahun terkini sebelum RPJMD tahun 2016-
2021 berakhir.  
1. Tingkat Ketercapaian Kinerja Tahun 
2011-2015 
Program-program pembangunan tahun 
2015 dikelompokkan menjadi tiga sektor 
utama dengan satu urusan otonomi daerah, 
pemerintahan umum, administrasi 
keuangan daerah, perangkat daerah, 
kepegawaian, dan persandian. Sektor 
tersebut yaitu sektor pendidikan, sektor 
ekonomi, sektor kesehatan. Tingkat 
ketercapaian kinerja tahun 2011-2015 
dikelompokkan sebagai berikut: 
Tabel 6. Klasifikasi Capaian Kinerja Per Sektor dan 
Perurusan  Tahun 2015 
Sektor/
Urusan  





























 1 1  1 17  
Otonom
i Daerah 
1    7 3 
Sumber: Diolah dari Dokumen RKPD Kota Magelang 
Tahun 2017 
Rata-rata tingkat ketercapaian program 
tahun 2015 yaitu 121,57% atau berada pada 
status sangat tinggi.  Hanya urusan otonomi 
daerah, pemerintahan umum, administrasi 
keuangan daerah, perangkat daerah, 
kepegawaian, dan persandian yang 
mempunyai status capaian tinggi dengan 
presentase sebesar 87,74%, sedangkan 
sektor pendidikan, sektor kesehatan, dan 
sektor ekonomi berada pada capaian sangat 
tinggi.  
Gambar 2. Diagram Capaian Kinerja Per Sektor dan Per 
Urusan Tahun 2015 
Sumber: Diolah dari Dokumen RKPD Kota Magelang 
Tahun 2017 
Total program pembangunan tahun 2015 
terdapat 23  program dengan  39 indikator. 
Terdapat tiga indikator yang tidak diketahui 
capaian kinerjanya.  Kemudian terdapat 
tiga indikator dengan capaian sangat rendah 
atau setara dengan 9,09%, satu indikator 
dengan capaian rendah atau sama dengan 
3,03%, satu indikator dengan capaian tinggi 
setara dengan 3,03%, dan tiga puluh satu 
indikator dengan capaian sangat tinggi atau 
sama dengan 93,93%. Berikut rincian 
capaian indikator tahun 2015: 

























































































Rata-Rata % Capaian Per Sektor Tahun 2015 
2. Tingkat Ketercapaian  Kinerja Tahun 
2016-2021 
Tingkat ketercapaian program 
pembangunan yang dilaksanakan 
pemerintah tahun 2019 dikelompokkan 
menjadi tiga sektor utama yaitu sektor 
pendidikan, sektor kesehatan, dan sektor 
ekonomi serta sembilan urusan tambahan. 
Sembilan urusan tersebut yaitu urusan 
otonomi daerah, pemerintahan umum, 
administrasi keuangan daerah, perangkat 
daerah, kepegawaian dan persandian; 
urusan pekerjaan umum dan penataan 
ruang; urusan fungsi lain; urusan keuangan; 
urusan kepemudaan dan olahraga; urusan 
kebudayaan, urusan komunikasi dan 
informatika; urusan lingkungan hidup; dan 
urusan perencanaan pembangunan. Tingkat 
ketercapaian kinerja tahun 2016-2021 
diklasifikasikan sebagai berikut:  
Tabel 8. Klasifikasi Capaian Kinerja Per Sektor dan 
Per Urusan Tahun 2019 
Sektor/U
rusan 
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Sumber: Diolah dari Dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 
2021 
Rata-rata capaian program 
pembangunan tahun 2019 yaitu 120,17% 
atau berada pada status capaian sangat 
tinggi. Semua sektor maupun urusan berada 
pada capaian sedang hingga sangat tinggi, 
tidak ada sektor ataupun urusan yang 
berada pada capaian rendah maupun sangat 
rendah. Sektor yang berada pada status 
capaian tinggi yaitu sektor kesehatan, 
urusan kepemudaan dan olahraga, serta 
urusan perencanaan pembangunan. 
Kemudian sektor yang berada pada status 
capaian sedang yaitu urusan keuangan, 
sedangkan sektor serta urusan lainnya 
berada pada status capaian sangat tinggi. 
Gambar 3. Diagram Presentase Capaian Kinerja Rata-Rata Per 
Sektor Tahun 2019 
Sumber: Diolah dari Dokumen RKPD Kota Magelang 
Tahun 2021 
Total program pada tahun 2019 yaitu 27 
program dengan 37 indikator. Terdapat  28 
indikator dengan status capaian sangat 
tinggi atau sama dengan 72,90%, 2 
indikator dengan status capaian tinggi atau 





























Rata-Rata % Capaian Per Sektor Tahun 2019 
status capaian rendah atau setara dengan 
5,13%, serta 4 indikator dengan status 
capaian sangat rendah atau sama dengan 
10,26%. Berikut merupakan rincian 
capaian indikator pada tahun 2019: 
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4. 51-65% 2 Rendah 5,13% 
5. 60-75% 1 Sedang 2,56% 
6. 76-90% 2 Tinggi 5,13% 
















Total 37  100% 
Sumber: Diolah dari Dokumen RKPD Kota Magelang Tahun 
2021 
Terdapat beberapa program tahun 2015 
yang dilanjutkan hingga ke tahun 2019, 
namun indikator kinerja yang diukur 
berbeda. Program yang pertama yaitu 
program pengembangan pendidikan 
kewirausahaan dan keunggulan kompetitif 
UMKM pada sektor ekonomi. Kemudian 
program peningkatan pelayanan kesehatan 
pada sektor kesehatan. Tahun 2019 
program peningkatan pelayanan kesehatan 
dibagi spesifikasikan menjadi dua  program 
yaitu program peningkatan pelayanan 
kesehatan untuk lansia dan balita. 
Sedangkan pada urusan otonomi daerah, 
pemerintahan umum, administrasi 
keuangan daerah, perangkat daerah terdapat 
lima program yang dilanjutkan. Program 
yang pertama yaitu program peningkatan 
disiplin aparatur. Program kedua, program 
pembinaan dan pengembangan aparatur. 
Kemudian, program pendidikan kedinasan, 
program peningkatan kapasitas sumber 
daya aparatur pemerintah, serta program 
mengintensifkan penanganan pengaduan 
masyarakat. Untuk sektor pendidikan, tidak 
terdapat program yang dilanjutkan di tahun 
2019.  
d. Kesesuaian Program dengan 
Implementasinya  
Tingkat kesesuaian indikator kinerja 
diklasifikasikan menjadi tiga kelas yaitu 
tidak sesuai, kurang sesuai, dan sesuai.  
Suatu indikator kinerja dikatakan 
pelaksanaanya tidak sesuai dengan target 
yang direncanakan apabila kinerjanya ≥ 
300% dan diantara 0-20%, kemudian 
indikator dikatakan pelaksanaanya kurang 
sesuai dengan target yang direcanakan 
apabila kinerjanya antara 201% - 299% dan 
21%-65%. Sedangkan indikator dikatakan 
pelaksanaannya sesuai dengan target yang 
direncanakan apabila capaian indikatornya 
mempunyai presentase antara 66%-200%. 
Gambar 4. Diagram Tingkat Kesesuaian Indikator Kinerja 
Tahun 2015 dan Tahun 2019 
Sumber: Hasil olahan penulis, 2020 
Berdasarkan data dapat diketahui bahwa 
mayoritas indikator kinerja baik tahun 2015 
maupun tahun 2019 termasuk dalam 
indikator kinerja yang pelaksanaannya 
sesuai dengan target yang direncanakan 
atau memiliki capaian kinerja berada antara 
66%-200%. Dari total 39 indikator pada 
tahun 2015, 29 indikator diantaranya 
termasuk dalan kategori indikator yang 
pelaksanaanya sesuai dengan target yang 
direncanakan. Kemudian, terdapat 2 
indikator yang termasuk dalam kategori 
indikator yang pelaksanaannya kurang 
sesuai dengan target yang direncanakan 











































Tahun 2015 2 2 29 0 3 3 39



















Tingkat Kesesuaian Indikator Kinerja 
Tahun 2015 Tahun 2019
21%-65%. Selain itu terdapat 2 indikator 
yang memiliki capaian kinerja antara 0%-
20% dan 3 indikator yang memiliki capaian 
>300%, di mana keduanya masuk dalam 
kategori indikator yang pelaksanaanya 
tidak sesuai dengan target yang 
direncanakan. Dari total 39 indikator yang 
ada, hanya 3 indikator yang tidak diketahui 
capaian kinerjanya.  
Tahun 2015, Indikator yang termasuk 
dalam kategori sesuai antara target dan 
pelaksanaanya tersebar ke tiga sektor utama 
dan satu urusan tambahan. Sektor yang 
memiliki indikator dengan kategori sesuai 
terbanyak adalah sektor ekonomi yaitu 15 
indikator. Kemudian terdapat 4 indikator 
yang termasuk dalam kategori tidak sesuai, 
dan 1 indikator berada pada kategori kurang 
sesuai.  
Untuk sektor pendidikan, dari dua 
indikator yang diukur keduanya berada 
pada kategori sesuai antara target yang 
direncanakan dengan pelaksanaannya. 
Kemudian, untuk sektor kesehatan dari 6 
indikator yang dikukur kinerjanya terdapat 
5 indikator yang termasuk dalam indkator 
yang sesuai antara target yang direncanakan 
dengan pelaksanaannya, dan 1 indikator 
berada pada kategori kurang sesuai. 
Sedangkan untuk urusan otonomi daerah, 
pemerintahan umum, administrasi 
keuangan daerah, perangkat daerah, 
kepegawaian dan persandian dari 11 total 
indikator yang diukur kinerjanya terdapat 7 
indikator yang berada pada kategori sesuai 
antara target yang direncanakan dengan 
pelaksanaannya, 1 indikator berada pada 
kategori tidak sesuai, serta tiga indikator 
yang tidak diketahui tingkat kesesuaiannya.  
 
Tabel 10. Klasifikasi Tingkat Kesesuaian Kinerja Per Sektor dan 
Per Urusan Tahun 2015 
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Sumber: Hasil olahan penulis, 2020 
Tahun 2019, Dari total 37 indikator 
terdapat 29 indikator dengan capaian 66%-
200% atau termasuk dalam indikator yang 
pelaksanaanya sesuai dengan target yang 
direncanakan. Kemudian terdapat 4 
indikator yang memiliki capaian kinerja 
berada antara 21%-65% dan terdapat 1 
indikator yang memiliki capaian kinerja 
antara 201%-300%, di mana kedua 
indikator ini termasuk dalam indikator yang 
pelaksanaanya kurang sesuai dengan target 
yang direncanakan. Selain itu, terdapat 2 
indikator yang memiliki capaian kinerja 
antara 0%-20% dan 1 indikator yang 
memiliki capaian kinerja >300%. Kedua 
indikator ini termasuk dalam indikator yang 
pelaksanaanya tidak sesuai dengan target 
yang direncanakan.  
Tahun 2019, indikator yang termasuk 
dalam kategori sesuai antara target yang 
direncanakan dengan pelaksanaannya 
tersebesar seara merata di semua sektor dan 
semua urusan. Sektor/Urusan yang 
mempunyai indikator dengan kelas sesuai 
terbanyak yaitu terdapat pada urusan 
lingkungan hidup yaitu 7 indikator atau 
semua indikator yang diukur kinerjanya 
pada urusan lingkungan hidup, semuanya 
termasuk dalam kelas sesuai. Untuk sektor 
pendidikan indikator yang diukur 
kinerjanya berada pada kelas sesuai.  
Sektor kesehatan, dari dua indikator 
yang diukur kinerjanya terdapat satu 
indikator yang berada pada kelas sesuai dan 
satu indikator berada pada kelas kurang 
sesuai antara target yang direncanakan 
dengan pelaksanaannya. Begitu juga 
dengan sektor ekonomi, terdapat 1 
indikator yang berada pada kelas sesuai dan 
satu indikator berada pada kelas kurang 
sesuai. Untuk urusan otonomi daerah, dari 
7 indikator yang diukur kinejranya terdapat 
5 indikator berada pada kelas sesuai, 1 
indikator berada pada kelas kurang sesuai, 
dan 1 indikator berada pada kelas tidak 
sesuai.  
Tabel 11. Klasifikasi Tingkat Kesesuaian Kinerja Per Sektor 
dan Perurusan Tahun 2019 
Sumber: Hasil olahan penulis, 2020 
Urusan pekerjaan umum dan penataan 
ruang dari tiga indikator yang diukur 
kinerjanya terdapat 1 indikator berada pada 
kelas tidak sesuai, 1 indikator berada pada 
kelas kurang sesuai, dan satu indikator 
berada pada kelas sesuai. Sedangkan urusan 
fungsi lain, kedua indikatornya termasuk ke 
dalam indikator yang pelaksanaanya sesuai 
dengan target yang direncanakan. Hanya 
satu indikator yang diukur kinerjanya pada 
urusan keuangan, dan indikator tersebut 
berada pada kategori indikator yang 
pelaksanaannya sesuai dengan target yang 
direncanakan.  
Urusan kepemudaan dan olahraga, 
memiliki 2 indikator yang diukur 
kinerjanya, di mana 1 indikator berada pada 
kelas sesuai dan 1 indikator lainnya berada 
pada kelas tidak sesuai. Kemudian, dari 2 
indikator yang diukur kinerjanya pada 
urusan kebudayaan, keduanya berada pada 
kelas indikator yang sesuai antara 
pelaksanaanya dengan target yang 
direncanakan. Begtu pula dengan urusan 
komunikasi dan informatika, dari 6 
indikator yang diukur kinerjanya, ke-enam 
inidkator tersebut berada pada kelas sesuai. 
Untuk urusan perencanaan pembangunan, 
memiliki 1 indikator yang berada pada 
kelas kurang sesuai, dan 1 indikator berada 
pada kelas yang pelaksanaannya sesuai 
dengan target yang direncanakan.  
 
KESIMPULAN  
Berdasarkan hasil analisis dan 
pembahasan, maka dapat disimpulkan 
sebagai berikut:  
1. Kota Magelang telah melakukan 
berbagai upaya dalam mewujudkan 
Kota Magelang sebagai Kota Jasa. 
Terdapat beberapa prioritas urusan dan 
program pembangunan yang 
dilaksanakan dalam rangka 
mewujudkan Kota Magelang sebagai 
Kota Jasa. Prioritas urusan dan 
program pembangunan yang ada lebih 
ditekankan pada upaya peningkatan 
kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) 
atau pembangunan manusia (human 
development) dan upaya pemenuhan 
kebutuhan dasar terutama pada sektor 
pendidikan, sektor kesehatan, dan 
sektor ekonomi. Hingga akhir tahun 
2015,  terdapat 23 program 
pembangunan dengan 39 indikator 
yang diukur kinerjanya yang tersebar 
pada 3 sektor utama (sektor 
pendidikan, sektor kesehatan, dan 
sektor ekonomi) dan satu urusan 
tambahan yaitu urusan otonomi daerah, 
pemerintahan umum, administrasi 
keuangan daerah, perangkat daerah, 
Sektor/Uru
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kepegawaian, dan persandian.  
Kemudian,  hingga akhir tahun 2019, 
juga terdapat 3 sektor utama dengan 9 
urusan tambahan. Urusan tambahan 
tersebut yaitu rusan otonomi daerah, 
pemerintahan umum, administrasi 
keuangan daerah, perangkat daerah, 
kepegawaian, dan persandian; urusan 
pekerjaan umum dan penataan ruang, 
urusan fungsi lain, urusan keuangan, 
urusan kepemudaan dan olahraga, 
urusan kebudayaan, urusan 
komunikasi dan informatika, urusan 
lingkungan hidup, dan urusan 
perencanaan pembangunan. Terdapat 
total 27 program pembangunan dengan 
37 indikator. 
2. Tingkat capaian kinerja tahun 2015 dan 
tahun 2019 dapat dikatakan sudah baik. 
Hal ini terbukti hingga akhir tahun 
2015, terdapat 31 indikator dengan 
capaian sangat tinggi, 1 indikator 
dengan capaian tinggi, 1 indikator 
dengan capaian rendah, 3 indikator 
dengan capaian sangat rendah, dan 
terdapat 3 indikator yang tidak 
diketahui capaian kinerjanya. 
Kemudian tahun 2019, terdapat 28 
indikator dengan capaian sangat tinggi, 
2 indikator dengan capaian tinggi, 1 
indikator dengan capaian sedang, 2 
indikator dengan capaian rendah, dan 4 
indikator dengan capaian sangat 
rendah.  
3. Hingga tahun 2015, terdapat 3 
indikator yang tidak diketahui 
capaiannya, 29 indikator yang  sesuai 
antara realisasi dengan target yang 
direncanakan, 2 indikator kurang 
sesuai antara realisasi dengan target 
yang direncanakan, dan 5 indikator 
tidak sesuai antara realisasi dengan 
target yang direncanakan. Tahun 2019, 
terdapat 3 indikator tidak sesuai antara 
realisasi dengan target yang 
direncanakan, 5 indikator kurang 
sesuai antara realisasi dengan target 
yang direncanakan, dan 29 indikator 
yang sesuai antara realisasi dengan 
target yang direncanakan. 
SARAN  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa 
program pembangunan Kota Magelang 
untuk tahun 2011-2015 dan tahun 2016-
2021 lebih ditekankan pada upaya 
peningkatan kualitas Sumber Daya 
Manusia (SDM) dan upaya pemenuhan 
kebutuhan dasar. Pemenuhan kebutuhan 
dasar dilakukan dengan memenuhi 
kebutuhan sandang, pangan, sandang, 
pangan, perumahan, dan akses terhadap 
layanan publik seperti kesehatan, 
pendidikan, transportasi, air bersih, dan 
sebagainya. Terdapat beberapa hal yang 
masih perlu untuk mendapat perbaikan 
yaitu:  
1. Pemerintah perlu untuk lebih 
memperhatikan kasus ketenagakerjaan 
yang terjadi di Kota Magelang serta 
berusaha untuk membantu 
menyelesaikan permasalahan 
ketenagakerjaan baik melalui mediasi 
maupun jalur pengadilan. Hal ini 
diharapkan dapat mengurangi 
presentase jumlah kasus 
ketenagakerjaan setiap tahunnya, 
karena ketenagakerjaan selalu menjadi 
permasalahan dan isu strategis setiap 
tahun bagi Kota Magelang.  
2. Pemerintah perlu melakukan edukasi 
maupun penyuluhan kepada 
masyarakat akan pentingnya asupan 
gizi yang  sehat yang perlu diperoleh 
bayi sejak lahir hingga balita, dalam 
rangka untuk mengurangi presentase 
balita gizi buruk yang ada di Kota 
Magelang.  
3. Dalam rangka peningkatan kualitas 
sumber daya manusia terutama 
pemuda, pemerintah perlu melakukan 
pembinaan karakter dan moral 
terhadap pemuda serta meningkatkan 
peran lembaga maupun organisasi 
kepemudaan agar dapat membantu 
untuk mengurangi angka kriminalitas 
dan meningkatkan partisipasi pemuda 
dalam pembangunan daerah.  
4. Pemerintah juga perlu 
mengoptimalkan pembinaan terhadap 
atlet olahraga yang ada baik melalui 
pengorganisasian, pendanaan, tenaga, 
sarana prasarana, maupun 
penghargaan, sehingga dapat 
meningkatkan partisipasi dan 
kontribusi Kota Magelang dalam 
kejuaraan terutama dalam cabang 
olahraga.  
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